BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A.Kesimpulan

1.

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Jabar
dalam menanggulangi tindak pidana penyebaran gambar asusila di
wiayah Polda Jabar dilakukan dengan cara bertahap. Polisi sebagai
aparat penegak hukum akan menerima terlebih dahulu laporan dari
korban dan kemudian melacak IP Address yang digunakan oleh
pelaku untuk menyelidiki identitias pelaku dan menyelidiki akun
Facebook yang digunakan sebagai sarana melakukan penyebaran
gambar asusila. Apabila aparat penegak hukum memiliki bukti-bukti
yang cukup maka selanjutnya dilakukan upaya penangkapan. Pelaku
penyebaran gambar asusila yang terbukti bersalah dijerat dengan
Pasal 45 Jo Pasal 27 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi
dan Teknologi Elektronik.

Aparatur penegak hukum Kepolisian masih kekurangan
Sumber daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan di bidang
ITE, masih kurangnya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak
mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan baik. Sarana
atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang

berpendidikan dan terampil, peralatan yang memadai, keuangan
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yang cukup. Apabila semua unsur tersebut terpenuhi maka proses
hukum akan berjalan dengan baik. Kurangnya partisipasi masyarakat
dalam mengungkap kasus-kasus Cybercrime khususnya pihak
korban yang merasa enggan untuk melapor karena melaporkan

kasus tersebut merupakan aib bagi dirinya.

. Saran

Pihak Polda jabar menambahkan Personil dalam bidang
Cybercrime dikarenakan masih sedikitnya jumlah personil pada divisi
Cybercrime di Polda Jabar saat ini hanya sekitar 11 orang padahal
kasus-kasus dalam bidang kejahatan Cyber di Jawa Barat sering
terjadi.

Meningkatkan kualitas Kepolisian dalam bidang Cybercrime
dengan selalu memberikan pelatihan mengenai perkembangan
kejahatan di bidang Cyber, meningkatkan anggaran Polda Jabar
untuk sarana dan fasilitas seperti meningkatkan teknologi yang
mendukung dalam mengungkap kejahatan-kejahatan Cyber, supaya
dapat lebih mudah dalam mengungkap kasus-kasus Cybercrime.

Memberikan Pelayanan berupa perlindungan kepada setiap
warga atau pihak korban yang melaporkan adanya tindak pidana
penyebaran gambar asusila agar pihak pelapor merasa tujuannya
mendapatkan penegakan hukum tercapai.

Pihak Polda Jabar khususnya bagian Kriminal Khusus

mencoba memberikan sosialisasi dan pemahaman tentang peraturan
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perundang-undangan yang mengatur tentang segala aktivitas di
dunia maya seperti sekolah, universitas dan masyarakat luas, agar
masyarakat menggunakan dan memanfaatkan internet dengan baik.
Pengarahan yang diberikan kepada masyarakat tentang bagaimana
sebetulnya pengunaan media sosial yang baik serta melakukan
penyuluhan kepada masyarakat tentang dampak menggunakan
media sosial secara tidak baik, serta menjelaskan aturan tentang
penyebaran gambar asusila melalu jejaring sosial maupun internet
yaitu Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan
Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik.
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